
GUBERNUR LAMPUNG 
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

NOMOR 31 TAHUN 2014
 

TENTANG
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang: a.	 bahwa ketentuan yang mengatur tentang parameter dalam 
menentukan pembagian dana bagi hasil Pajak Rokok kepada 
pemerintah kabupaterr/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, perlu dilakukan perubahan kembali, agar dapat 
dilaksanakan secara nyata bagi pembangunan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera' Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 



-2­

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258, seabagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5145); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 
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17. Peraturan Pernerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar 
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran 
Pajak Rokok; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah 
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 402); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

dan 

GUBERNUR LAMPUNG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 
2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 87 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasa187 

(1)	 Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah 
KabupatenjKota sebesar 70% (tujuh puluh persen), 

(2) Pembagian bagi hasil pajak Pemerintah Kabupateri/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan 
memperhatikan dan didasarkan kepada: 
a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan; 

b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi yang diperhitungkan 
berdasarkan jumlah penduduk. 
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PasallI 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. 

PARAF KOORDINASI 
1 WAKlI. GUBERNUR ~L 

2 SEKDA. PROVlNSI IV 
3 ASS. 810. PEII. 

/ 

4 ASS. 810. EK lIANG 
5 ASS. BID. KE~ 

6 ASS. BID. UMUM ;]V 
7 , 
S 
9 
10 BIRO HUKUM 

Ditetapkan di Te1ukbetung 
pada tanggal Z51~,"12- .iliH4 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Diundangkan di Te1ukbetung 
pada tanggal 29; - 12 - 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Ir. ARINAL DJUNAIDI 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195606171985031005 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR ..::....
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...~>,••••I .....I'l;)'H)
 

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle



PENJELASAN
 
ATAS
 

PERATURAN DAERAH POVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 31 TAHUN 2014
 

TENTANG
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK DAERAH
 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan 
dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, 
sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjarnin penerapan prosedur umum 
perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai Pajak Daerah, pemerintah 
menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak Provinsi. 

Tarif Pajak Rokok dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah tidak diatur secara jelas, pembagian dana bagi 
hasil Pajak Pemerintah Kabupaterr/Kota, Namun mengingat pemerintah 
menetapkan kebijakan dalam menentukan 50% (lima puluh persen) aspek aspek 
pemerataan dan aspek potensi berdasarkan jumlah penduduk sebesar 50% 
(lima puluh persen). 

Ketentuan mengenai penetapan dana bagi hasil Pajak Rokok ditetapkan 
rasio jumlah penduduk Provinsi terhadap jumlah Penduduk Nasional 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak 
Rokok. 

Berkenaan dengan maksud tersebut di atas, Pemerintah Provinsi 
Lampung perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

PasalI
 
Cukup jelas.
 

Pasal II
 
Cukup jelas,
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 429 


